BABV
PENUTUP

5.1 KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan
bahwa:

1. Perlindungan hak atas kebebasan berpendapat melalui Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
masih belum sejalan dengan jaminan konstitusional dalam pasal 28E dan
28F UUD 1945. Pasal 28E menjamin kebebasan setiap orang untuk
menyampaikan pikiran, sikap, dan pendapat, sedangkan Pasal 28F
menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi serta memperoleh dan
menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia.
Namun, jaminan tersebut belum diimbangi dengan rumusan
perlindungan yang memadai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008. Sebaliknya, Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29
memuat ketentuan pidana dengan rumusan yang luas dan berpotensi
menimbulkan multitafsir, sehingga membuka ruang kriminalisasi
terhadap ekspresi di ruang digital. Hal ini terlihat dalam kasus Prita
Mulyasari yang dijerat Pasal 27 ayat (3) dan Alexander Aan yang dijerat
Pasal 28 ayat (2). Dengan demikian, perlindungan kebebasan
berpendapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 masih belum
memberikan kepastian hukum yang memadai bagi warga negara.

2. Pasca perubahan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, perlindungan kebebasan
berpendapat mengalami penguatan bertahap yang berasal dari dua
sumber dengan sifat berbeda. Secara tekstual, UU No. 1 Tahun 2024
memperkuat perlindungan melalui pemisahan Pasal 27A tentang
penghinaan dan pencemaran nama baik dari Pasal 27B tentang

pemerasan dan pengancaman, penegasan delik aduan absolut, serta
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pengecualian pemidanaan demi kepentingan umum dan pembelaan diri.
Penguatan ini bersifat permanen karena murni merupakan hasil
kebijakan hukum terbuka (open legal policy) pembentuk undang-undang
dan tidak bergantung pada perkara konkret. Namun, kejelasan norma
tersebut baru tercapai secara utuh setelah Putusan MK Nomor 105/PUU-
XXI1/2024 dan Nomor 115/PUU-XXII/2024 mempersempit makna
"orang lain" dan "kerusuhan", suatu pola tafsir yang kemudian
ditegaskan secara konsisten dalam Putusan Nomor 275/PUU-
XXIII/2025 dan Nomor 282/PUU-XXIII/2025. Dengan demikian,
terdapat dua lapis penguatan yang berbeda implikasi
ketatanegaraannya, yaitu penguatan tekstual yang bersifat permanen
dan berlaku umum, serta penguatan yudisial Mahkamah Konstitusi yang
bersifat kasuistis meskipun mengikat sejak diucapkan. Kondisi ini
menunjukkan bahwa kebijakan hukum terbuka semata belum cukup
untuk menjamin perlindungan kebebasan berpendapat secara utuh
tanpa koreksi yudisial.

5.2 SARAN

Dari kesimpulan tersebut, maka saran yang disampaikan sebagai

berikut:

1. Pembentuk undang-undang perlu melakukan penyempurnaan terhadap
pengaturan UU ITE, khususnya norma pidana yang berkaitan dengan
kebebasan berpendapat. Penyempurnaan tersebut perlu diarahkan pada
perumusan norma yang lebih jelas, tegas, dan tidak multitafsir agar
memberikan kepastian hukum serta memperjelas batas antara ekspresi
yang dapat dipidana dan penyampaian pendapat sebagai pelaksanaan
hak konstitusional warga negara. Hal ini penting agar perlindungan
kebebasan berpendapat tidak semata-mata bergantung pada penafsiran
dalam perkara konkret.

2. Aparat penegak hukum dan pembentuk undang-undang perlu

memperhatikan dan menerapkan secara konsisten tafsir konstitusional
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Mahkamah Konstitusi terhadap ketentuan UU ITE. Putusan Mahkamah
Konstitusi, khususnya Putusan Nomor 105/PUU-XXII/2024 dan Nomor
115/PUU-XXI1/2024, perlu dijadikan pedoman dalam memahami batas
penerapan norma pidana yang berkaitan dengan kebebasan
berpendapat. Dengan demikian, pengaturan melalui kebijakan hukum
terbuka tetap berada dalam batas-batas konstitusional dan tidak
menimbulkan kembali ketidakpastian hukum maupun kriminalisasi

terhadap penyampaian pendapat.
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